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Peradilan In Abtentia

Oleh Idam Wasiadi *)

Selama proses persidangan atas
dakwaan korupsi mantan Presidgm
Soehar-to hingga dltetap
penghentian persidangannya olé
Hakim Pengadilan Negeri
dengan alasan terdakw
permanen, istilah pera
sempat mengemuka
polemik yang cukupk
banyak pakar da
mengusulkan uf
Presiden Soehat
Bahkan Pres
pun sempat me
Presiden Soé

Kelapa Gading B
(Fokus Siang Indo:
Terlepas darip
dilan mantan Preside
kita bahas apakah sebenarn
in abtentia di Indonesia%
perkara apa yang bisa diadilitg
abtentia serta apa landasan huk
Sebenarnya pengertian mengadili ata
menjatuhkan hukuman secara in abtentia
adalah mengadili terdakwa dan menghu-
kumnya tanpa kehadiran terdakwa di
persidangan, keputusan hakim seperti
demikian ini disebut verstek vonis.

Dalam perkara perdata menjatuhkan

*) Penulis adalah Ajun Komisaris Polisi, bertugas
pada Lab. Forensik Polri Surabaya

ditunda untuk sémentara oleh majelis
hakim dan menunggu sidang berikutnya
hingga terdakwa sembuh dari sakitnya.
Yang menjadi masalah bagaimana bila
sakitnya terdakwa bersifat permanen
seperti yang dialami mantan Presiden
Soeharto ? Padahal terdakwanya ada serta
jelas alamat dan keberadaannya. Maka
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hati nurani majelis hakim yang dituntut di
sini untuk memenuhi panggilan keadilan.

Dalam perkara pidana ketentuan
hukum yang melandasi tentang peradilan

in abtentia diatur dalam UU No. 8 Th. G

1981 tentang Hukum Acara Pid

KUHAP kita miskin a
yang mengatur tentang

secara eksplisit di
dalam ketentua
didalam penj '

penjelasan
pasal ini sam
dalam pasal
tentang Ketent
Kekuasaan Keha
hal tindak pidanaringan ani
dalampasal 214 ayat(l) :
Peradilan in abtentia
sudah sering kita dengar proses pes
dangan tindak pidana ringan (tipiring)
seperti perkara pelanggaran lalu-lintas
yang tidak menyebabkan korban luka
beratatau meninggal dunia, misalnyatidak
memakai helm dan tidak membawa STNK
sewaktu mengendarai sepeda motor.
Tipiring adalah tindak pidana yang
ancaman hukumnya berupa pidana

penjaraatau kurungan paling lama 3 bulan,
atau denda paling banyak Rp. 7.500,00,
(pasal 205 ayat (1) KUHAP dan
penghmaan rmgan yang dirumuskan

. Dalam per51—

ini berpedoman pada pasal 2
KUHAP. Dengan demikianjika

maka per ara apat dlpenksadan diputus
tanpa kehadirannya. Dan menurut
ketentuan pasal 38 ayat (3) UU No. 31
Tahun 1999 ini putusan yang dijatuhkan
tanpa kehadiran terdakwa diumumkan
oleh penuntut umum pada -papan
pengumuman pengadilan, kantor pemda
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atau diberitahukan kepada atasannya. dicabut, dalam perkara tindak pidana

Dalam tindak pidana ekonomi pun subversi peradilan terhadap terdakwa |
juga dimungkinkan untuk mengadili dapatdilakukansecarain abtentia. Dalam '
terdakwa secara in abtentia. Landasan Pasal 11ayat (1) UU No. 11 PnPs Tahun
 hukumnya adalah UU Darurat no. 7 1963 pabila terdakwa

‘Tahun 1955 tentang Tindak Pidapag#Set8 Pang gil

Ekonomi yang telah dinyatakan sgk
undang-undang berdasarka !
Tahun 1961. Menurut keteg
ayat (1) UU No.7 Tahund
bahwa ada 2 hal ya
dilaksanakannya pe
pertama karenag
meninggal duni
dijatuhi putusan:
atan pasti,dan
tidak dikenal}
penyeludupan
dikenal atau mg

al ini pemanggilannya hanya sah
dilakukan dengan cara penempatan 2

_ ¢habar harian yang
ditunjuk ole “Karena substansi
undang-und bih banyak terkoop-

Sebelum
tentang Pem

|
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